BAB I
PENDAHULUAN




1.1. Latar Belakang
		Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang harus dibuat adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan rencana pembangunan yang menjadi program kerja pemerintahan di daerah selama lima tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat menjadi RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta arah kebijakan keuangan daerah. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 tahapan ketiga serta memperhatikan Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (tahun transisi).
Pada proses penyusunannya digunakan 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu pendekatan secara politis, pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).  Pendekatan secara politis dipahami bahwa pemilihan kepala daerah adalah salah satu bagian dari penyusunan rencana karena rakyat memilih dan menentukan pilihannya didasarkan atas program-program terbaik yang ditawarkan oleh kepala daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran terhadap agenda-agenda pembangunan yang disampaikan oleh kepala daerah saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan rencana secara teknokratik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga, satuan kerja atau seseorang yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dalam melakukan pendekatan secara teknokratis perlu dilibatkan tenaga ahli/profesional dari perguruan tinggi. Pendekatan secara partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder terhadap pembangunan yang mana dalam hal ini terdapat adanya pelibatan unsur masyarakat dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat luas. Disamping itu pelibatan masyarakat agar ikut merasa memiliki dan menyadari untuk terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Pendekatan perencanaan bawah-atas dan atas-bawah dilaksanakan atas dasar jenjang pemerintahan. Perencanaan bawah-atas dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat umum secara berjenjang di tingkatan desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten. Sedangkan perencanaan atas-bawah mengacu dan memperhatikan serta mempedomani kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat maupun provinsi.
RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 disusun bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Dalam proses penyusunan RPJMD didasarkan atas berbagai kondisi dan permasalahan serta potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika dan perkembangannya. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, meliputi :
1) Persiapan penyusunan RPJMD dengan melakukan pengumpulan dan penelaahan/analisis data;
2) Penyusunan rancangan awal RPJMD simultan dengan penyusunan rancangan awal Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3) Penyusunan rancangan RPJMD;
4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD; 
5) Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 
6) Penetapan RPJMD dengan Peraturan Daerah.
Keberadaan dokumen RPJMD selanjutnya akan menjadi program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya selama 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 
	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Tabalong    dilakukan  dengan berlandaskan  kepada  beberapa  ketentuan  hukum,  perundang-undangan, dan peraturan pendukung lainnya sebagai berikut:
1. Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang  Nomor 8  Tahun  1965  tentang  Pembentukan Daerah  Tingkat II Tabalong;
3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara;
4. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2007  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah  Nomor 58  Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Negara ;
14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang  Pedoman Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah Provinsi,  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah  Nomor 39  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 
17. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007  tentang  Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan, Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang  Rencana tata  Ruang  Wilayah  Nasional; 
20. Peraturan  Presiden  Nomor  5  Tahun  2010  tentang  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  Tahun  2010  -  2014;
21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  sebagaimana  diubah dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negari  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Nomor  17  Tahun 2009  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 – 2025;
24. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Nomor  2  Tahun 2011  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015;
25. Peraturan  Daerah Kabupaten  Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2006 – 2025;
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Dalam  kaitan  dengan  sistem  perencanaan  pembangunan sebagaimana  yang  telah diamanatkan  dalam UU Nomor 25 tahun  2004, maka keberadaan  RPJMD  Kabupaten  Tabalong Tahun  2015-2019 merupakan  satu  bagian  yang  utuh  dari  manajemen  kerja  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Tabalong khususnya  dalam  menjalankan agenda  pembangunan  yang  tertuang  dalam  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kabupaten  Tabalong Tahun 2005  - 2025,  dengan  tetap memperhatikan arahan RPJM Nasional 2010 – 2014  dan  RPJMD  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2011  -  2015.  Pola hubungan yang tidak terpisahkan ini seperti terlihat pada Gambar 1.1.
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	Gambar 1.1
Pola Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya juga memperhatikan dokumen  Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong Tahun  2013  -  2033  dan  Dokumen  RTRW  Provinsi Kalimantan  Selatan.  Perencanaan  ruang  yang  telah  dipersiapkan  dalam dokumen RTRW, baik itu pola ruang maupun  struktur ruang harus  sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan disusun.
Keterkaitan RPJMD dengan RTRWK adalah dimulai dari penentuan isu-isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi sampai kepada indikasi program.

Tabel 1.1
[bookmark: _GoBack]Hubungan Keterkaitan antara RPJMD Kab. Tabalong 2015-2019
Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

	RTRW Kab. Tabalong
	RTRW Prov. Kalsel
	RTRW Nasional

	Keterkaitan RPJMD dengan RTRWK adalah dimulai dari penentuan isu-isu strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi sampai kepada indikasi program.

	Indikasi program yang ada dalam RTRWP  (2010-2030) sudah selaras dengan indikasi program di RTRWK. Indikasi program yang ada di RTRWP mengutamakan peningkatan infrastruktur dan upaya-upaya mewujudkan Kota Tanjung sebagai PKW dan merupakan program yang selaras dengan kebijakan umum dan program 5 (lima)) tahunan di RPJMD
 

	Penetapan Sistem Perkotaan Nasional, yaitu PKW Kota Tabalong merupakan acuan dalam penetapan sistem perkotaan di RTRWP dan RTRWK dan menjadi dasar dalam pengembangan wilayah perkotaan Tabalong selama 5 tahun pada RPJMD. 

	Strategi dan arah kebijakan pada RTRWK adalah selama 20 tahun yang kemudian diacu dan dipedomani oleh strategi dan arah kebijakan RPJMD selama 5 tahun

	
	

	Indikasi program yang ada dalam RTRWK sebagian besar dijabarkan dalam RPJMD melalui program-program berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006
	
	



Selanjutnya  untuk  setiap  tahun  selama  periode  perencanaan, RPJMD  sebagai dokumen  strategik  perlu  dijabarkan  ke  dalam  kebijakan taktikal  berupa  Rencana  Kerja  Pemerintah  Daerah  (RKPD)  Kabupaten Tabalong,  yang  akan  menjadi  acuan  bagi  seluruh  SKPD  untuk menyusun  Rencana  Kerja  (Renja)  SKPD.    Selanjutnya  RKPD  Kabupaten Tabalong akan  menjadi  pedoman  bagi  penyusunan  Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (RAPBD)  Kabupaten  Tabalong pada setiap tahunnya.



1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 adalah  untuk memberikan  arah  dan  pedoman  bagi  seluruh pemangku  kepentingan  baik pemerintah, pemerintah daerah,  masyarakat dan  dunia  usaha  dalam  membangun  kesepahaman,  kesepakatan  dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi daerah tahun 2015-2019. Sedangkan  tujuan  penyusunan  RPJMD  Kabupaten  Tabalong adalah :
1. Mengidentifikasi perkembangan pembangunan serta pemerintahan Kabupaten Tabalong selama 5 tahun perencanaan dengan mempertimbangkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki.
2. Merumuskan  visi  dan  misi  Kabupaten  Tabalong yang  akan dicapai  melalui  serangkaian  tujuan,  sasaran,  strategi,  arah  kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah.
3. Menyediakan  dokumen  perencanaan  pembangunan  untuk  5  (lima) tahun yang bersifat indikatif yang memuat  kerangka  makro Kabupaten Tabalong dan pilihan program prioritas setelah dibahas  dalam rangkaian  forum  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
4. Sebagai  bahan  acuan  utama  dalam  menyusun  Rencana  Strategis (Renstra)  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  (RKPD),  Rencana  Kerja  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan perencanaan penganggaran. 
5. Menyediakan  rancangan  tolok  ukur  untuk  mengukur  dan  melakukan evaluasi kinerja tahunan baik Pemerintah Daerah maupun SKPD.
6. Memudahkan  seluruh  jajaran  aparatur  Pemerintah  Daerah  dalam mencapai  tujuan  pembangunan  jangka  menengah  dengan  cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan terukur.

1.5. Sistematika Penulisan 
Penyusunan  RPJMD  Kabupaten  Tabalong Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :
Bab I  	Pendahuluan.  Bab  ini  memuat  latar  belakang,  dasar  hukum, hubungan  antar  dokumen,  maksud dan tujuan,  serta  sistematika penulisan;
Bab II  	Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bab ini memuat tentang aspek geografi dan demografi,  aspek kesejahteraan  masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah;
Bab III	Gambaran  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Serta  Kerangka Pendanaan.  Bab  ini  menyajikan  gambaran  kinerja  pengelolaan keuangan masa  lalu, kebijakan pengelolaan  keuangan masa  lalu, dan kerangka pendanaan;
Bab IV 	Analisis Isu-Isu  Strategis. Bab ini memuat  tentang  permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah;
Bab V  	Visi,  Misi,  Tujuan  dan  Sasaran.  Bab  ini  menyajian  Visi  dan  Misi serta Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2015-2019;
Bab VI  	Strategi  dan  Arah  Kebijakan.  Bab  ini  menguraikan  strategi  dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran;
Bab VII 	Kebijakan  Umum  dan  Program  Pembangunan  Daerah.  Bab  ini menguraikan    kebijakan  umum  dan  program  pembangunan daerah atas dasar misi-misi yang telah ditentukan;
Bab VIII  	Indikasi  Rencana  Program  Prioritas  yang  Disertai  Kebutuhan Pendanaan.  Bab  ini  menguraikan  hubungan  urusan  pemerintah dengan  SKPD  terkait  beserta  program  yang  menjadi  tanggung jawab SKPD;
Bab IX  	Penetapan Indikator  Kinerja  Daerah.  Bab  ini menetapkan    indikator  kinerja  daerah  yang  bertujuan untuk  memberi  gambaran  tentang  ukuran  keberhasilan pencapaian  visi  dan  misi  kepala  daerah  pada  akhir  periode jabatan;
Bab X  	Pedoman  Transisi  dan  Kaidah  Pelaksanaan.  Bab  ini  memuat pedoman penyusunan RKPD masa transisi yang merupakan tahun pertama RPJMD dari  Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya. 
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